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Abstract: The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of SIREKAP in the 2020 regional 
head elections of the Regent and Deputy Regent of Semarang Regency. Sirekap is an information technology-based 
application device as a means of publishing the results of the Vote Counting and recapitulation of the results of the Vote 
Counting as well as a tool in the implementation of the recapitulation of the results of the Counting of Electoral Votes. 
The research method uses a qualitative type of research based on the philosophy of postpositivism. The results showed that 
the implementation of Sirekap in the 2020 Regional Elections in Semarang Regency went well. However, there are some 
that should be evaluated on Sirekap. Sirekap not only has the advantages of being effective and efficient, but also has 
several disadvantages that are the focus of KPU improvement. Natural resources, election infrastructure and election 
support facilities must be improved. The advantages of Sirekap are that it increases transparency and accountability, time 
efficiency, and minimizes vote miscalculations. Meanwhile, the disadvantages of Sirekap are that it requires an adequate 
internal network, device devices that are quite specific, and the existence of human resources that have not been able to 
adapt to technology. 
 
Keyword: election; kpu; sirekap 
 
Abstrak: Pemilu dengan digital merupakan suatu ide yang dapat menjawab tuntutan zaman. Namun, 
masih ada banyak permasalahan seperti kurangnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan 
pemilu. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SIREKAP pada 
pemilihan kepala daerah 2020 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Sirekap adalah 
perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan 
rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil 
Penghitungan Suara Pemilihan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif 
berlandaskan filsafat postpositivisme. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi Sirekap 
pada pilkada 2020 Kabupaten Semarang berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa yang harus 
dievaluasi pada Sirekap. Sirekap selain memiliki kelebihan yang efektif dan efisien, tetapi juga memiliki 
beberapa kelemahan yang menjadi focus perbaikan KPU. Sumber daya alam, infrastruktur pemilu dan 
fasilitas pendukung pemilu harus diperbaiki. Kesimpualn dalam penelitian ini, yaitu kelebihan dari 
Sirekap adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu, serta meminimalisir 
kesalahan perhitungan suara. Sedangkan kelemahan dari Sirekap, yaitu membutuhkan jaringan internat 
yang memadai, perangkat gawai yang cukup spesifisik, serta adanya sumber daya manusia yang belum 
mampu beradaptasi dengan teknologi.  
 
Kata kunci: pemilu; kpu; sirekap 
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PENDAHULUAN 

Kecepatan digitaliasi dan pandemi yang mendorong transformasi dalam berbagai 

sektor semestinya turut mendorong digitalisasi pemilu dan demokrasi di Indonesia (Fatih, 

2020). Teknologi isaat iini idapat iditerapkan ihampir idi isemua iaspek itahapan pemilu. iHal 

ini idiperkuat ioleh ihasil ipenelitian idari iInternational iIDEA ibahwa idari i106 inegara iyang 

dijadikan iobjek ipenelitian, itelah imenggunakan iteknologi idalam ipemilu idi iantaranya 

teknologi iuntuk itabulasi iperolehan isuara, ipendaftaran idan iverifikasi ipemilih, dan e-

voting (Idea, 2011). Pemerintah perlu melakukan pengkajian dan penerapan digitalisasi sistem 

pemilihan iumum itermasuk idi idalamnya ipengkajian iterhadap ikonsekuensi idan tahapan 

ipenerapan imulai idari ifase iawal iserta lanjutan. iPengkajian iakan imenentukan sejauh iapa 

iregulasi idirubah, idan iregulasi iakan imenentukan ibagaimana ipenerapannya. Pengkajian 

idan ipenerapan isistem ipemilu idigital idapat idilimpahkan ikewenangannya   pada ibiro 

ikhusus di KPU (Fitriana, 2018). 

Menurut Russell & Zamfir (2018) pemilu yang menggunakan teknologi menjadikan 

kredibilitas pada pemilu berkurang. Hal ini tidak lepas dari kenyataan ibahwa teknologi itetap 

imemiliki ikelemahan, iseperti masalah ikeamanan idan ikeandalan. Kelemahan itersebut iacap 

ikali iberimplikasi ipada tingkat ikepercayaan ipemilih. iPadahal, kepercayaan imenjadi iaspek 

iyang isangat ipenting dalam ipemilu (Idris & Amin, 2021). Namun, akibat kelemahan dari 

teknologi iini ibeberapa negara ijustru imemutuskan ikembali melaksanakan ipemilu isecara 

ikonvensional ikarena mengalami ikegagalan iteknologi iyang berujung ipada iterjadinya ikrisis 

ikepercayaan idan berpotensi imenciptakan ikonflik Belanda idan iJerman imenjadi icontoh 

ipenggunaan teknologi ipemilu iyang igagal idan  cacat isehingga imemaksa imereka iuntuk 

ikembali menyelenggarakan ipemilu isecara konvensional (Haryadi et al., 2022). Pemilu di 

Amerika Serikat penggunaan teknologi masih memunculkan perdebatan yang tajam antara 

pihak pemerintah dan oposisi. Berkaca idari uraian iini, imaka ipenggunaan iteknologi idigital 

dalam pemilu imemiliki ikelebihan idan kelemahan, iseperti idua isisi imata iuang iyang itidak 

ibisa idipisahkan (Pratama & Salabi, 2019). 

Namun adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu 

disebabkan ikarena ipenggunaan iperangkat ielektronik idikhawatirkan ibelum imampu 

memenuhi isyarat ikumulatif iyakni iasas ilangsung, iumum, ibebas, imandiri, ijujur, idan iadil. 

Komisi iPemilihan iUmum (KPU) RI telah menerapkan sistem e-rekap (rekapitulasi 

elektronik) baru bernama Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), untuk pertama kalinya di 

Pilkada Serentak 2020. Penerapan iSirekap itelah idiatur idalam ibeberapa iPeraturan iKPU 

i(PKPU), itermasuk ihasil irevisi iterbaru yaitu PKPU Nomor 18 Tahun 2020 dan PKPU 

Nomor 19 Tahun 2020. 

Sirekap adalah perangkat iaplikasi iberbasis iteknologi iinformasi idan iberfungsi 

sebagai isarana ipublikasi ihasil ipenghitungan isuara idan irekapitulasi ihasil ipenghitungan 

suara, iserta ialat ibantu idi ipelaksanaan irekapitulasi ihasil ipenghitungan isuara ipemilihan 

(Wall, 2016). Sirekap iyang idipakai isebagai isarana ipublikasi ihasil ipemilihan idan ialat bantu 

idalam ipelaksanaan irekapitulasi isuara iPilkada iSerentak i2020 itelah idipersiapkan oleh 

iKPU iRI idalam isetahun iterakhir (Fitriana, 2018). Hasil ie-rekap idengan iSirekap iakan 

menyediakan informasi iyang ibisa idiakses ioleh ipanitia ipilkada, ipeserta ipilkada, idan 

masyarakat. Gambaran iumum ihasil ipemilihan idapat idiketahui ilebih icepat imeskipun 

isinya itidak menjadi ipenentu ipemenang iPilkada 2020. 
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Sistem iInformasi iRekapitulasi i(Sirekap) isebagai isistem irekapitulasi isuara 

elektronik imulai idikembangkan oleh KPU sejak awal tahun 2020. Dalam itimeline ihampir 

satu itahun, yakni iJanuari ihingga iawal iDesember, iPerludem imencatat iuji icoba idan 

simulasi iSirekap dilakukan isedikitnya isebanyak itujuh ikali. iJumlah itersebut itak itermasuk 

bimtek iyang diberikan ikepada ipetugas ipenyelenggara ipemilu iadhoc ioleh KPU.  Hingga 

11 November atau H-29 pemungutan suara, Sirekap masih diposisikan sebagai sistem rekap 

yang utama. Sehingga, KPU tidak menyiapkan logistik Form C1 Hologram (Perludem, 2021).  

Kabupaten Semarang pada tahun 2020 merupakan salah satu daerah yang 

melaksanakan pemilihan umum dan menggunakan sirekap. Sirekap ini digunakan pada Pilkada 

2020 di Kabupaten Semarang agar pelaksanaan pemilu efektif di masa pandemi. Hasil 

wawancara dengan petugas KPU diperoleh informasi ada beberapa kendala pada saat 

pelakasanaan sirekap. Hal ini yang menjadi bahan evaluasi KPU dalam implementasi pemilu 

kedepannya ketika menggunakan Sirekap. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi sebagai 

sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat 

bantu di pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan (Wall, 2016). Sirekap 

yang dipakai sebagai sarana publikasi hasil pemilihan dan alat bantu dalam pelaksanaan 

rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 telah dipersiapkan oleh KPU RI dalam setahun 

terakhir. Hasil erekap dengan Sirekap akan menyediakan informasi yang bisa diakses oleh 

panitia pilkada, peserta pilkada, dan masyarakat. Gambaran umum hasil pemilihan dapat 

diketahui lebih cepat meskipun isinya tidak menjadi penentu pemenang Pilkada 2020. 

Pemilu Digital dalam proses perancangan undang-undang yang mendasari pemilu 

serentak, UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, muncul wacana mengenai penerapan e-

pemilu dari para legislator. Munculnya wacana mengenai e-pemilu salah satunya dipicu oleh 

isu pembiayaan pemilu yang semakin besar pada Pemilu Serentak 2019 jika dibandingkan 

dengan Pemilu 2014. E-pemilu disinyalir dapat melaksanakan pemilu secara lebih efisien. E-

pemilu dapat didefinisikan sebagai sebuah system pencatatan, pemberian, penghitungan dan 

rekapitulasi suara, dalam pemilu politik melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh 

karena itu, e pemilu pada dasarnya meliputi e-voting, e-counting, dan e-recapitulation (e-rekap). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam kajian studi ini menggunakan desain penelitian berupa 

metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat 

postpositivisme. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian 

naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2019). 

Penelitian ini dilandasi fenomena dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam 

pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) dalam 

penyelenggaraan Pilkada 2020. Subjek dalam penelitian ini adalah pegawai dan 

pelaksana Pemilu dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Semarang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan metode wawancarta dan dokumentasi. Penelitian 

ini menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, dimana aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 



Implementasi Sirekap dalam Pilkada 2020 Kabupaten Semarang 

 

 

227 
 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, menyajikan 

data dan menarik kesimpulan (Moleong, 2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Kelebihan sirekap antara lain meningkatkan keprcayaan masyarakat akan transparansi 

pemilu, pelaksanaan pemilu menjadi efisien, serta meminimalisir tignkat kesalahan hitung hasil 

pemilu. Transparansi dalam tata kelola pemilu adalah keterbukaan itentang iaturan idan 

prosedur, ihasil idan iproses iyang idigunakan ioleh iotoritas ipemilu iserta idianggap iuntuk 

membangun ikepercayaan ipublik, imeningkatkan imartabat ipembuat ikebijakan idan 

memfasilitasi iakuntabilitas (Norris, 2017). Selain itu, dengan menerapkan itransparansi dapat 

membantu iKPU idalam imengidentifikasi isetiap ipelanggaran ikepemiluan, ilemahnya 

kompetensi idan ifavoritisme iterhadap ikelompok ipolitik itertentu, iserta idapat 

meningkatkan ikredibilitas KPU (Lovita & Adnan, 2021). 

KPU menyatakan bahwa untuk mencegah iproses imalpraktik iatau ikorupsi ipemilu, 

pencegahan imenjadi ihal iyang ipenting. Seperti diungkapkan oleh (Badjuri, 2011). Penekanan 

ipada iaspek ipencegahan ikorupsi iperlu ilebih idifokuskan idibandingkan iaspek penindakan. 

iSanksi ihukum ibagi ipenyelenggara ipemilu iperlu idiberlakukan, isebagai bentuk 

ipencegahan imalpraktik ipemilu (Wibawa, 2016). Walaupun pada dasarnya hukuman tersebut 

sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 551, Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 

PPK, dan/atau PPS karena kesengajaan imengakibatkan ihilang iatau berubahnya iberita 

iacara irekapitulasi ihasil ipenghitungan iperolehan isuara/sertifikat rekapitulasi ipenghitungan 

iperolehan isuara idipidana ipaling ilama i2 itahun idan idenda sebanyak Rp. 24.000.000”. 

Selain sanksi hukum, transparansi dianggap bisa menjadi sarana untuk mencegah 

terjadinya malpraktik pemilu (Suri & Yuneva, 2021). Menurut Abidin transparansi ijuga  dapat 

idiartikan ibahwa i“Informasi iyang iberkaitan idengan iorganisasi itersedia isecara mudah idan 

ibebas iserta ibisa idiakses ioleh imereka iyang iterkena idampak ikebijakan iyang dilakukan 

ioleh iorganisasi itersebut. iSelain iitu, iinformasi iyang icukup iberkaitan idengan kinerja 

ilembaga itersedia idan idisajikan idalam ibentuk iatau imedia iyang imudah idipahami (Daniel, 

2014). Selain aspek pencegahan diperlukan solusi yang bersifat sistemik atau berlaku di 

diseluruh daerah. Hasil penelitian Awaludin (2019) merokemendasikan ibahwa iuntuk 

meningkatkan iakurasi idalam ipenghitungan isuara idan ipembuatan iberita iacara idan 

sertifikat ihasil ipenghitungan iperolehan isuara, iperlunya ipenggunaan ie-recapitulation dalam 

ipenghitungan iperolehan isuara idi iTempat iPemungutan iSuara (TPS). 

Dengan hadirnya SIREKAP, KPU tidak menjadi kalah dengan para Lembaga Survei, 

artinya dari segi kecepatan dan jumlah data KPU lebih luas dibandingkan lembaga survei yang 

hanya melakukan sampling atau data yang diacak. Sehingga masyarakat lebih percaya dan 

mendukung program SIREKAP. Aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) yang isudah mulai 

idigunakan ipada isaat ipenghitungan isuara idan irekapitulasi ipemilihan iserentak tahun i2020 

idianggap isukses idalam imembantu ikinerja ipenyelenggara (Persada et al., 2020). Baik idi 

itingkat iKPPS ihingga iKPU. iSelain iuntuk ipenghitungan isuara, iinstrument iini ijuga 

isebagai isarana ipublikasi ihasil irekapitulasi ipenghitungan isuara iyang iakurat idan idapat 

idipertanggungjawabkan.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada kelemahan implementasi SIREKAP 

untuk perhitungan pemilu. Anggota KPPS tidak semua dapat mengoperasikan android yang 

digunakan untuk SIREKAP. Hal ini Karena tidak semua anggota KPPS memahami aspek 

teknologi, masih ada KPPS yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Pemahaman 

teknologi yang dimiliki anggota KPPS berbeda-beda.  

Kemampuan iberadaptasi idengan iteknologi, itidak ibisa idipungkiri ibahwa 

penerapan iaplikasi iSIREKAP iadalah iyang ipertama, isehingga iwaktu iuntuk melaksanakan 

iBimbingan iTeknis iterhitung isangat isingkat, imaka idibutuhkan kemampuan iberadaptasi 

iyang icepat iuntuk ibisa imenggunakan iaplikasi itersebut. Ketersediaan iperangkat ibagi 

iKPPS iyang ibertugas isebagai ioperator imemiliki iperangkat komunikasi iyang 

ispesifikasinya imemenuhi istandar iminimal idari iaplikasi iini, isehingga bisa imeminimalisir 

ieror idalam ipenggunaannya. iPelatihan idan isosialisasi isangat diperlukan, ikarena iwalaupun 

iaplikasi isirekap imudah idiingat itetapi ipengguna iaplikasi ini itetap ijuga iharus idiberi 

ipelatihan ipenggunaan iaplikasi ikarena iada ibeberapa ifitur aplikasi iyg ibutuh iperhatian 

ikhusus. iPerbaikan idan ipengembangan. I 

Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) masih akan terus di evaluasi. 

Penggunaan Sirekap pada Pilkada Kabupaten Semarang 2020 tentu mempunyai kelebihan dan 

kekurangan dalam prakteknya. Pentingnya idukungan idari i4 iaspek idalam pengembangan 

iSirekap. iSelain iaspek iteknologi, ipenyusunan iregulasi idan ipenyiapan anggaran iakan 

imenjadi iprioritas. iSelain iitu, iaspek isosialisasi ieksternal imenjadi itugas yang iharus 

idikerjakan imeyakinkan imasyarakat ipentingnya ipenggunaan iSirekap ipada 

Pemilu/Pemilihan. Sukses Sirekap tidak hanya digunakan untuk Pilkada Kabupaten Semarang 

2020. Dalam proses pengembangan, KPU mengembangkan Sirekap untuk penyelenggaraan 

Pemilu dan Pemilihan yang akan datang, demi mewujudkan proses transparan, cepat, dan 

tepat. 

Dari sisi aplikasi, yang perlu menjadi perhatian adalah proses aktivasinya yang cukup 

rumit sehingga sering menyulitkan pengguna Sirekap. Sepertinya salah satu implementasi 

Sirekap masih terkendala ketersediaan jaringan internet yang belum merata diseluruh lokasi 

TPS. Karena tidak semua Kecamatan di Kabupaten Semarang yang seluruh TPS-nya sudah 

berhasil mengunggah foto dan mengirim data, artinya kemungkinan kendala koneksi internet 

masih terjadi disebagian besar lokasi lain. Kecamatan yang TPS-nya belum berhasil 

mengunggah rekap data melalui Sirekap, paling banyak berada di daerah pinggiran Kabupaten 

Semarang. Ini merupakan salah satu tantangan ke depan dalam digitalisasi penyelenggaraan 

Pemilu. 

Sistem ini harus dilengkapi dengan sistem keamanan siber, kapasitas server yang 

cukup, tenaga Information Technology (IT) yang cukup ikuantitas idan ikualitas, ijaringan internet 

yang imerata idiseluruh idaerah iyang iakan iditerapkan iSirekap, iserta isistem iyang itelah 

tersertifikasi idan idiuji icoba idengan ilayak idan imemadai. iDalam ihal ibahwa ititik-titik 

sentral ikomunikasi, itransmisi iinformasi, ipemanfaatan iteknologi iinformasi iagar ijuga 

memperhatikan betul lokasi tersedianya sinyal 4G secara khusus, seperti misalnya penempatan 

TPS lokasi rekapitulasi dan seterusnya. 
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PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan kesimpulan yaitu; 1) Kelebihan implementasi sirekap pada pemilihan kepala 

daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2022, yaitu meningkatkan tingkat 

transparasi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil 

perhitungan pemilu. Aplikasi Sirekap menjadikan waktu kerja KPU menjadi lebih efektif 

dibandingkan dengan melakukan perhitungan manual. KPU dengan adanya aplikasi Sirekap 

juga menjadikan informasi yang disebarkan ke masyarakat tidak kalah cepat denagn lembaga 

survey karena data yang dimasukan di TPS langsung bisa dipantau oleh daerah. Aplikasi 

sirekap juga memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dan meminimalisir tingkat kesalahan 

perhitungan suara; 2) Kelemahan aplikasi Sirekap, adalah membutuhkan jaringan internat 

yang harus memadai, gawai yang memiliki kualifikasi tinggi, serta adanya kekurangmampuan 

sumber daya manusia selaku pelaksana pemilihan umum. 
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